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Studi Tentang Konstruksi Hubungan Hukum Antara Driver dengan 
Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Online Go-Jek di Surakarta 
Abstrak 
Di zaman yang modern ini, transportasi merupakan hal yang tak dapat terlepas 
dari kebutuhan utama manusia dalam menjalankan aktivitas. Adanya inovasi 
transportasi online yang banyak muncul di era modern ini sudah menjadi sangat 
praktis dan diminati masyarakat di berbagai kalangan. Adanya tranportasi online 
tersebut memunculkan fenomena hukum baru, salah satunya adanya perjanjian 
yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak mitra atau pengemudi. Salah 
satu perusahaan transportasi online besar yang beroperasi di Indonesia adalah Go-
Jek. Pada perusahaan tersebut ada sebuah perjanjian antara perusahaan dengan 
orang yang mendaftarkan diri sebagai mitra. Perjanjian tersebut diberi nama 
perjanjian kemitraan, dimana isi perjanjian tersebut harus ditaati oleh calon mitra 
agar dapat menjadi mitra. Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian jenis baru 
yang mana belum ada norma yang mengatur sebelumnya. Oleh karena itu penulis 
berusaha mencari bagaimanakah bentuk konstruksi hubungan hukum sebenarnya 
yang ada pada perjanjian tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh berupa 
kontrak perjanjian kemitraan Go-Jek, didalamnya ditemukam berbagai aspek 
tentang subyek, obyek, hak dan kewajiban pokok, pengaturan mengenai 
wanprestasi dan overmacht. Dari aspek-aspek tersebut, penulis mencoba meneliti 
bagaimana kontruksi hukum dan bagaimana perlindungan hukum di dalam 
kontrak perjanjian kemitraan tersebut, yang kemudian penulis menelitinya dengan 
beberapa norma dan doktrin dalam perjanjian pemberian kuasa dan persekutuan 
perdata yang keduanya merupakan perjanjian bernama yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, dengan diperkuat norma dan doktrin perjanjian 
pada umumnya dan juga UU ITE. 
Kata Kunci: Perjanjian kemitraan, konstruksi hukum, perjanjian pemberian 
kuasa, Persekutuan Perdata, Go-Jek, Transportasi online, UU ITE 
Abstract 
In the modern era, transportation is an essential thing in human activities. 
Although, we could classified transportation as a new human primary needs. The 
innovation of the online transportation that has been appearing in the modern era. 
This innovation has become a very practical choice for every generation. The 
existence of online transportation bring up the new law phenomenon, one of it is 
the agreement between the company with either the partners or the drivers. One of 
the biggest online transportation company that operate in Indonesia is Go-Jek. In 
the company there is an agreement between the company with those  who enrolls 
as a partner, which is called as partnership agreement.  In order to be go-jek 
partner, those potential driver must agree and obey with the partnership agreement 
. The partnership agreement is a new kind of agreement where there are no norms 
that control it before. Therefore, the author of the agreement is trying to find out 
how is the exact form of the law construction in this kind of agreement. Based on 
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the data obtained in the form of a Go-Jek contract partnership agreement, The 
author discover the various aspects of subject, object, the rights and obligations, 
regulation about breach of contract and overmacht. From that aspects, the author 
tried to investigate how the construction of the law and legal protection in the 
contract agreement of this partnership. The author do the research with some of 
the norm and doctrine in the authorization agreement and civil case, which is both 
of it are named agreement  in the Book of the Law of the Civil Code, strengthened 
with the norm and doctrine agreement in general and ITE regulations. 
Keywords:  The partnership, construction law, the authorization, the Fellowship 
of the Civil Code, Go-Jek, the company's online, ITE. 
1. PENDAHULUAN
Di zaman yang terus berkembang ini, berkembang pula aktivitas manusia 
dalam berbagai aspek. Untuk menjalankan berbagai aktivitas tersebut, kebutuhan 
manusia akan alat transportasi yang aman, nyaman, cepat dan efisien pun terus 
meningkat, guna mempermudah manusia dalam perjalanan berpindah-pindah 
menuju ke suatu tempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.  
Dengan banyaknya kebutuhan transportasi oleh masyarakat, munculah 
celah bagi masyarakat untuk memanfaatkan keadaan tersebut untuk dapat 
memperoleh keuntungan finansial. Maka terbentuklah perusahaan-perusahaan 
swasta yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa transportasi, mulai dari 
penyediaan bus kota, bus antar kota, taksi, dan lain sebagainya. 
Dewasa ini, banyak perusahaan yang melakukan inovasi terhadap layanan 
transportasi bagi masyarakat. Salah satunya yang baru saja muncul dan 
berkembang adalah perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis online, dimana 
perusahaan-perusahaan tersebut akan memanfaatkan sebuah aplikasi online yang 
bisa diunduh oleh masyarakat melalui smartphone mereka yang nantinya 
digunakan sebagai sarana untuk memesan jasa transportasi dari perusahaan.  
Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di 
Indonesia adalah Go-Jek. Mengacu pada website resmi Go-Jek, kata Go-Jek 
didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri 
transportasi Ojek.
1
  Dalam hal ini semenjak perusahaan berdiri dan beroperasi
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telah banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa driver Go-Jek untuk bepergian. 
Selain itu juga banyak masyarakat yang antusias dalam mendaftarkan diri sebagai 
driver atau mitra Go-Jek. Maka pastilah timbul hubungan diantara pengemudi Go-
Jek dengan perusahaan Go-Jek tersebut.  
Kontroversi terjadi pada tahun 2015 di Jakarta, sebagaimana berita yang 
dirilis oleh Metrotvnews.com. pada tanggal 16 November 2015. Dalam berita 
tersebut ditulis bahwa: ratusan pengemudi Go-Jek menuding PT Go-Jek Indonesia 
melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PT 
Go-Jek  Indonesia tidak bertanggung jawab terkait hak pengemudi yang selama 
ini menjadi mitra kerja.
2
Perjanjian Kerja memang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Definisi Perjanjian Kerja sendiri pada UU tersebut 
diterangkan pada Pasal 1 angka 14 yang mengatakan bahwa Perjanjian Kerja 
adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 
yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Lalu ditegaskan 
pula pada Pasal 1 angka 15 bahwa “perjanjian kerja menjadi dasar bagi hubungan 
kerja, dimana hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan 
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. 
Menurut R. Subekti “Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara 
orang perorangan pada satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan  untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”.3
Menurut Imam Soepomo “Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian 
dimana pihak pertama, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima 
upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan 
buruh itu dengan membayar upah”. 
“Perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan” 
perjanjian mana yang ditandai oleh ciri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu 
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berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-
perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh)”4
Dari pengertian perjanjian kerja yang telah diterangkan oleh UU No 13 
Tahun 2003 dan juga pendapat dari para ahli tersebut, penulis berhipotesis bahwa 
perjanjian yang dilakukan oleh para driver Go-Jek dengan perusahaan Go-Jek 
tidak dapat dikategorikan ke dalam Perjanjian Kerja yang mana diatur dalam UU 
No 13 Tahun 2003 tersebut, mengingat dalam penjelasan sebelumnya penulis 
menjelaskan bahwa “Manajemen Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil”. 
Sedangkan pada Pasal 1 angka 15 UU No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan mengatakan bahwa “perjanjian kerja menjadi dasar bagi 
hubungan kerja, dimana hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh 
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 
perintah”. Lalu juga para ahli berpendapat bahwa perjanjian kerja ditandai dengan 
adanya “upah”. Maka ada kemungkinan perjanjian yang dilakukan antara driver 
dan perusahaan Go-Jek tersebut berbentuk perjanjian lain karena perusahaan Go-
Jek menerapkan sistem bagi hasil, bukannya upah. Maka apabila akta perjanjian 
antara driver dengan perusahaan Go-Jek bukanlah berbentuk perjanjian kerja, 
jelas tidak dapat didasarkan pada UU No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Oleh karena itu perlulah dicari dasar hukum bagi perjanjian 
antara driver dengan perusahaan Go-Jek tersebut. 
Dalam kasus tersebut penulis menganalisa bahwa dalam hubungan antara 
para driver dengan perusahaan Go-Jek pastilah ada akta perjanjian yang disepakati 
oleh kedua belah pihak.  Ada kemungkinan bahwa perjanjian yang terjadi antara 
driver dengan perusahaan Go-Jek tersebut berbentuk kontrak elektronik, yang 
mana termuat dalam aplikasi yang disediakan oleh perusahaan yang dalam 
pembentukannya dapat diduga mengacu pada undang-undang ITE dan juga 
KUHPerdata pada buku ke III tentang Perjanjian pada Umumnya ataupun 
perjanjian bernama yang diatur oleh KUHPerdata.  
Akan tetapi bagaimanakah konstruksi hukum perjanjian ini dan 




perjanjian campuran ataukah hanya perjanjian bernama yang memiliki istilah lain? 
Lalu apakah telah ada perlindungan hukum bagi para driver itu merupakan hal 
yang masih perlu diteliti. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk 
mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam, dalam suatu 
penulisan hukum dengan judul “PERJANJIAN KEMITRAAN: Studi tentang 
Kontruksi Hubungan Hukum Antara Driver dengan Perusahaan Jasa Transportasi 
Berbasis Online Go-Jek di Indonesia”. 
2. METODE
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif, karena konsep hukum 
yang digunakan adalah konsep hukum berdasarkan madzhab filsafat hukum 
positivistik yang menganut teori Soejono Soekanto. Metode dalam penelitian 
doktrinal yang saya gunakan dari semua metode yang bersumber dari teori 
Soerjono Soekanto adalah Inventarisasi Hukum Positif dan Menemukan Asas dan 
Doktrin Hukum. Metode itu diuraikan sebagai berikut: 
a. Inventarisasi Hukum Positif
Inventarisasi hukum positif haruslah dipandang sebagai kegiatan 
pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lain. Sebelum 
peneliti sampai kepada usaha menemukan norma hukum in concreto, atau sampai 
kepada usaha menemukan asas dan doktrinnya, atau sampai pula kepada usaha 
menemukan teori-teori tentang law in proces dan law in action, maka terlebih 
dahulu mengetahui apa saja yang terbilang hukum positif yang tengah berlaku 
tersebut. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Konstruksi Hukum Perjanjian antara Apoteker kepada Pemilik, untuk 
mengelola Apotek Samratulangi Surakarta 
3.1.1 Subyek Hukum 
Dalam data, yang berupa kontrak perjanjian kemitraan, dikatan Subyek 
hukum yang terikat pada perjanjian adalah 3 pihak yaitu AKAB (Aplikasi Karya 
Anak Bangsa) sebagai pihak yang menyediakan aplikasi, GI (Go-Jek Indonesia) 
adalah perusahaan yang mengurus hubungan dengan Mitra yang terkait pada 
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sistem aplikasi juga dan Mitra adalah pihak yang bekerjasama yang melaksanakan 
tugas sesuai sistim aplikasi. 
Pada perjanjian persekutuan perdata pada Pasal 1618 KUHPerdata 
dikatakan bahwa subyek persekutuan perdata adalah merupakan dua orang atau 
lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu (uang/usaha/barang) ke dalam 
perseroan guna memperoleh keuntungan bersama. 
Pada perjanjian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUHPerdata dikatakan 
bahwa subyek pemberian kuasa adalah pemberi kuasa dan orang lain yang yang 
menerima (penerima kuasa). 
Hasil Analisis: 
AKAB dapat dikatakan adalah pihak yang membuat dan mengelola akun 
untuk dimanfaatkan oleh GI dan mitra untuk mengaplikasikan hubungan 
kerjasama antara mereka (GI dan mitra) dan juga menawarkan layanan pada 
konsumen yang selanjutnya digunakan mitra juga dalam melakukan layanan jasa, 
sehingga dikategorikan sebagai pihak yang memberikan barang (aplikasi) menurut 
sudut pandang Pasal 1618 KUHPerdata tentang perseroan perdata. Sedangkan 
dalam sudut pandang perjanjian pemberian kuasa, AKAB tidak dapat 
dikategorikan dalam perjanjian tersebut karena bukanlah pihak pemberi kuasa 
ataupun penerima kuasa. Namun kaitannya dengan UU ITE, AKAB merupakan 
pihak perusahaan penyedia dan pengurus sistem aplikasi Go-Jek yang 
kedudukannya dapat didasarkan pada UU ITE Pasal 1 angka 6, yaitu 
penyelenggara sistem elektronik yang dapat berupa Badan Usaha/orang/ 
pemerintah. 
GI merupakan pihak perusahaan yang bekerjasama dengan mitra dengan 
memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh AKAB, yang mana kedudukannya 
dapat didasarkan pada Pasal 1792 KUHPerdata dimana GI merupakan pemberi 
kuasa pada Mitra untuk melakukan layanan jasa yang ditawarkan oleh GI pada 
konsumen. Sedangkan dari sudut pandang perjanjian persekutuan perdata 
kedudukan GI dapat dikatakan sebagai sekutu yang menyediakan uang yang mana 
GI mendanai AKAB untuk menyusun aplikasi dan Gi pula yang menfasilitasi 
mitra untuk menggunakan aplikasi untuk digunakan dalam menawarkan jasa pada 
konsumen. 
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Mitra merupakan pihak orang individu yang bekerjasama dengan GI dan 
tunduk pada aturan GI, untuk  melakukan aktivitas jasa pengangkutan 
penumpang/barang menggunakan kendaraan pribadi milik sendiri yang 
kedudukannya dalam persekutuan perdata dapat dikategorikan dalam Pasal 1618 
dan 1619 KUHPerdata yang mana mitra merupakan pihak yang memasukkan 
usaha untuk memperoleh konsumen. Sedangkan dalam perjanjian pemberian 
kuasa dapat didasarkan pada Pasal 1792 KUHPerdata dimana mitra merupakan 
pihak yang diberi kuasa oleh GI untuk menggunakan aplikasi Go-Jek dalam 
melakukan pelayanan jasa namun mitra pun harus mengikuti segala ketentuan 
yang dibentuk oleh GI. 
Data yang ada megenai subyek cukup sesuai dengan norma dan doktrin, 
maka dapat dikatakan bahwa data mengenai subyek hukum dalam perjanjian 
kemitraan Go-Jek cukup sesuai dengan norma dan doktrin yang ada pada 
perjanjian persekutuan perdata, pemberian kuasa dan juga UU ITE.  
Dari kesesuaian data yang ada terhadap norma dan doktrin tersebut maka 
dapat ditarik konstruksi bahwa hubungan antara GI dengan mitra merupakan 
hubungan sebagaimana pemberi kuasa dan penerima kuasa menurut Pasal 1729 
KUHPerdata. 
3.1.2 Obyek Hukum 
Pada norma yang ada pada KUHPerdata, obyek suatu perjanjian pada 
dasarnya adalah prestasi yang mana sebenarnya menurut R.Subekti syaratnya 
digolongkan menjadi dua, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Prestasi 
tersebut dapat berupa melakukan sesuatu, memberikan sesuatu dan tidak 
melakukan sesuatu. 
Dalam Perjanjian persekutuan perdata, yang merupakan obyek perjanjian 
adalah diatur dalam Pasal 1619 KUHPerdata dimana masing-masing anggota 
diharuskan memasukkan uang/barang/usaha. Jadi obyek dalam persekutuan 
perdata dapat berbentuk uang/barang/usaha dari pihak sekutu atau anggota. 
Sedangkan dalam Perjanjian Pemberian Kuasa, yang merupakan obyek 
perjanjian adalah kuasa itu sendiri yang mana diatur dalam Pasal 1793 
KUHPerdata, dimana kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta 
umum, dengan suatu surat dibawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun 
dengan lisan. 
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Lalu dari norma yang ada di UU ITE pun menjelaskan bahwa obyek 
perjanjian elektronik adalah kontrak yang dibuat dalam bentuk sistem elektronik 
yang tertulis pada Pasal 1 angka 17. 
Hasil Analisis: 
Obyek yang ada pada hubungan perjanjian AKAB dengan GI dan mitra  adalah 
berupa aplikasi yang disediakan AKAB dalam hal ini dapat dikategorikan dalam 
perjanjian persekutuan perdata yang mana sesuai pada Pasal 1619 KUHPerdata, 
dimana obyek dari persekutuan perdata dapat berupa barang, uang, usaha. Disini 
aplikasi Go-Jek dapat digolongkan sebagai barang. 
Obyek yang ada pada hubungan perjanjian antara GI dan mitra adalah 
berupa kuasa yang diberikan GI kepada mitra yang mana kuasa tersebut adalah 
dalam bentuk pemberian akses akun pada mitra untuk menggunakan aplikasi Go-
Jek dimana mitra tidak dapat membuat ketentuan sendiri dalam melakukan jasa, 
melainkan hanya dapat melakukan jasa-jasa yang memang sudah ditentukan oleh 
GI beserta tarif pembayarannya di dalam aplikasi Go-Jek. Hal ini sesuai dengan 
Pasal 1793 KUHPerdata dimana kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu 
akta umum, dengan suatu surat dibawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat 
ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam 
dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberikan kuasa itu. 
Kesesuaian tersebut adalah bentuk penerimaan kuasa dari GI pada mitra dapat 
disimpulkan dari pelaksanaan usaha jasa oleh mitra setelah mendapat izin 
menggunakan akun driver GO-Jeknya. 
3.1.3 Hak dan Kewajiban Pokok Para Pihak 
Dalam norma perjanjian persekutuan perdata telah diatur bahwa hak dan 
kewajiban pokok pastilah merupakan hak dan kewajiban yang timbul dari obyek 
perjanjian yang mana dalam Pasal 1619 KUHPerdata yaitu barang, uang ataupun 
usaha. 
Dalam norma perjanjian pemberian kuasa juga telah diatur secara tegas 
dalam Pasal 1797 KUHPerdata yang mana mengatakan bahwa penerima kuasa 
tidak boleh melakukan hal-hal yang melampaui kuasa yang diberikan oleh 
pemberi kuasa.  
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Dalam norma ITE juga telah dijelaskan secara rinci tentang kewajiban 
pelaku usaha yang menawarkan usaha melalui sistem elektronik di dalam Pasal 9 
UU ITE, dan juga kewajiban penyelenggara sistem elektronik pada Pasal 15 
hingga 16 UU ITE 
Sedangkan di dalam data akta perjanjian Go-Jek, juga telah dituliskan 
kewajiban masing-masing pihak di dalam BAB yang berjudulkan “Hubungan 
Kerjasama” baik AKAB, GI maupun mitra yang mana dari kewajiban pihak satu 
dengan pihak lainnya pastilah menimbulkan hak juga dari pihak satu ke pihak 
lainnya. 
Hasil Analisis: 
Kewajiban pada AKAB tersebut telah sesuai dengan kewajiban anggota 
persekutuan perdata untuk memasukkan sesuatu dalam bentuk barang/uang/usaha. 
Dalam kasus ini AKAB telah memberikan barang berupa aplikasi. Hal ini telah 
sesuai pada Pasal  1619 KUHPerdata. Selain itu juga kewewajiban AKAB ini 
telah sesuai UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE pada Pasal 15 dan 16 yang mana 
mengatur mengenai standarisasi mengenai penyelenggaraan system elektronik. 
Kewaiban pada GI tersebut telah sesuai dengan kewajiban pemberi kuasa 
dimana GI memberikan mitra kuasa untuk memanfaatkan aplikasi Go-Jek setelah 
mitra mematuhi segala peraturan yang disusun GI. Hal ini sesuai pada 1807 
KUHPerdata yang mengatakan “Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-
perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ia 
berikan kepadanya. Ia tidak terikat dengan pada apa yang dilakukan diluar 
kekuasaan itu, kecuali jika ia telah menyetujui hal itu secara tegas atau diam-
diam. 
Kewajiban pada mitra sebagai penerima kuasa telah sesuai dengan Pasal 
1797 KUHPerdata  dimana mitra hanya melakukan jasa yang ditawarkan oleh GI 
pada konsumen dalam aplikasi. Sedangkan kewajiban mitra sebagai persekutuan 
perdata juga telah sesuai dengan Pasal 1619 KUHPerdata dimana mitra 
memberikan kontribusi berupa usaha untuk menawarkan jasa yang nantinya 
keuntungan dari jasa itu akan masuk rekening dan dibagi pada ketiga pihak (GI, 
AKAB, mitra) menurut ketentuan GI. 
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3.2 Perlindungan Hukum bagi Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian 
Pengelolaan Apotek Samratulangi Surakarta, antara Pemilik Sarana 
Apotek (Pemilik Modal) dengan Apoteker 
3.2.1 Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk 
mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GI ataupun AKAB sebagai berikut: 
a. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang
dan peraturan hukum yang berlaku; 
b. Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang
dipinjamkan kepada Mitra oleh GI atas biaya yang dikenakan oleh GI yang akan 
diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GI mempunyai hak untuk 
mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GI; 
c. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi,
bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GI dan 
memelihara jaket dan helm yang disediakan GI; 
Analisis: 
d. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai
narkotika ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai 
kesadaran penuh; 
e. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayan, penghinaan,
penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya 
ataupun pihak ketiga lainnya; 
f. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang
dapat diancam hukuman pidana; 
g. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya,
melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra 
kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-
masing pihak; 
h. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena
kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GI ataupun AKAB 
maupun karyawan dan afiliasi dari GI dan AKAB; 
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i. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan
kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah 
ditentukan dan disetujui oleh GI ataupun AKAB; 
j. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi
yang diberikan oleh GI ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun 
melalui cara lainnya, karyawan dari GI ataupun AKAB maupun afiliasi GI 
ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB, 
sebagaimana berlaku; 
k. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun,
termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen 
selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan 
ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK; 
Hasil Analisis: 
Dari semua lausa di atas merupakan ketentuan GI sebagai pemberi kuasa 
untuk ditaati mitra sebagai penerima kuasa. Klausula Nomor 9 dan 11 di atas 
sesuai pada Pasal 1797 KUHPerdata yang mengatakan bahwa “Penerima kuasa 
tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya”. 
Sedangkan klausa yang lain sesuai Pasal 1800 KUHPerdata yang 
mengatakan “Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib 
melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan 
bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia wajib 
menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa 
meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.” 
3.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak 
1) Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
Dalam data, telah dikatakan pada klausula huruf a bahwa mitra 
membebaskan pihak GI maupun AKAB dari segala tuntutan atas pelaksanaan jasa 
yang dilakukan oleh mitra. Dan apabila terjadi perselisihan menyatakan bahwa 
pihak GI, AKAB dan mitra akan menyelesaikan perselisihan melalui 
musyawarah, dan apabila tidak membuahkan hasil maka akan sepakat untuk 
menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri, baik dalam bentuk gugatan 
perdata maupun pidana. 
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Dalam perjanjian pemberian kuasa juga telah diatur mengenai wanprestasi 
yang dilakukan penerima kuasa pada Pasal 1801 KUHPerdata dimana “Penerima 
kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan 
dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam 
menjalankan kuasanya. 
Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan 
cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari 
orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah. Sedangkan di dalam 
KUHPerdata juga mengatur wanprestasi pada Pasal 1238. Akibat hukum dari 
wanprestasi juga telah diatur oleh KUHPerdata secara jelas dan rinci. 
Hasil Analisis: 
Klausula tersebut jelas mengatakan bahwa mitra bertanggung jawab atas 
segala tuntutan hokum yang datang padanya dalam hal pelanggaran kode etik 
dalam melaksanakan usaha pelayanan jasa yang ditawarkan oleh GI pada 
konsumen. Maka hal ini berarti GI maupun AKAB terlepas dari tuntutan bila 
mitra melanggar kode etik dalam melaksanakan jasanya yang dalam hal ini 
pelanggaran kode etik tersebut bisa dikarenakan kesengajaan maupun kelalaian 
mitra. Selanjutnya apabila ada perselisihan pemahaman bisa diselesaikan dengan 
musyawarah, dan jika tidak mendapati penyelesaian maka dapat dibawa pada 
pengadilan. 
Apa yang dijelaskan dalam data secara tidak langsung sesuai dengan 
norma pada perjanjian pemberian kuasa yaitu pada Pasal 1801 KUHPerdata 
mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kuasa yang dalam hal ini 
adalah mitra (driver Go-Jek). 
2) Overmacht dan Akibat Hukumnya
Dalam KUHPerdata, cukup diterangkan secara rinci apa itu overmacht dan 
bagaimana akibatnya. Singkatnya overmacht terjadi disebabkan karena hal yang 
tidak terduga yang sama-sama tidak diinginkan akan terjadi oleh kedua belah 
pihak. Maka akibat dari overmacht adalah debitur tidak harus bertanggung jawab 
atau melakukan ganti rugi atas prestasi yang tidak terpenuhi akibat hal tak 
terduga. 
Selanjutnya merujuk pada perjanjian pemberian kuasa, mengatakan bahwa 
pemberi kuasa harus memberi ganti rugi pada kerugian yang diderita oleh 
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penerima kuasa dalam menjalankan kuasa apabila penerima kuasa tidak bertindak 
kurang hati-hati. 
Sedangkan dalam data mengatakan bahwa resiko terkait overmacht tidak 
menjadi tanggung jawab pihak GI maupun AKAB. Data tersebut berbunyi 
“Dengan ini Mitra menyetujui bahwa maupun GI maupun AKAB tidak 
bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang 
meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan 
properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-
JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen”. 
Resiko yang dijelaskan dalam data seperti kecelakaan, kehilangan barang 
dan cidera pribadi merupakan resiko-resiko mitra atau driver Go-Jek saat 
melakukan penyediaan jasa yang mana resiko seperti ini jelas dapat dikategorikan 
pada overmacht. Karena resiko seperti ini jelas tidak mungkin atas kehendak 
mitra, dan hal ini dapat terjadi walaupun mitra telah berhati-hati dalam melakukan 
pelayanan jasa. 
Hasil Analisis: 
Dari data yang didapat dan norma yang ada maka dapat dikatakan antara 
data dengan norma tidaklah sesuai karena seharusnya merupaan kewajiban 
pemberi kuasa untuk memberi ganti rugi pada penerima kuasa atas terjadinya 
overmacht dalam Pasal 1809 KUHPerdata, sedangkan dalam data mengatakan 
bahwa GI dan AKAB dimana GI selaku pemberi kuasa tidak bertanggungjawab 




Setelah melakukan penelitian tentang perjanjian kemitraan, studi tentang 
konstruksi hubungan hukum antara driver (mitra) dengan perusahaan Go-Jek  
Surakarta, dan dengan Data yang diperoleh berupa Kontrak Elektronik Perjanjan 
Kemitraan Go-Jek, maka Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain 
sebagai berikut: 
Pertama, Konstruksi Hukum Perjanjian antara driver (mitra) dengan 
perusahaan Go-Jek baik GI maupun AKAB, dapat dikonstruksi sebagai 
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PERJANJIAN CAMPURAN ANTARA PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA 
DENGAN PERJANJIAN PERSEKUTUAN PERDATA. HAL INI SESUAI 
DENGAN PASAL 1618 PASAL, 1619 KUHPerdata terkait persekutuan perdata 
dan PASAL 1792, PASAL 1793, PASAL 1797, PASAL 1800, PASAL 1801, 
PASAL 1809 KUHPerdata terkait perjanjian pemberian kuasa. 
Kedua, Perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 
perjanjian Kemitraan Go-Jek, antara mitra (driver) dengan perusahaan baik GI 
maupun AKAB. 
a. Pengaturan tentang hak dan kewajiban para pihak tentang aspek
1) Hak dan Kewajiban Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa
yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari
harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GI ataupun AKAB;
Hal ini sesuai dengan Pasal 1797 KUHPerdata yang mengatakan bahwa
“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui
kuasanya”
2) Hak dan kewajiban Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam
bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips'
kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan
oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK;
Hal ini sesuai dengan Pasal 1797 KUHPerdata yang mengatakan bahwa
“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui
kuasanya”
b. Pengaturan Tentang Wanprestasi
Dalam Akta Perjanjian Kemitraa Go-Jek Surakarta:
“Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan
oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada
keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan
dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari
maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen
merupakan tanggung jawab Mitra”.
Hal ini sesuai dengan pasal 1801 KUHPerdata yang menyatakan
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c. Pengaturan tentang Overmacht
Dalam Akta Perjanjian Kemitraa Go-Jek Surakarta:
Apabila terjadi overmacht dalam perjanjian Kemitraan Go-Jek, 
pengaturannya tercantum pada klausula “Apabila salah satu pihak menghadapi 
peristiwa yang tidak dapat diduga sebelum perjanjian ini disepakati dan tidak 
dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak tersebut harus 
memberitahukan pihak lain bahwa kerjasama menghadapi situasi keadaan 
memaksa.” 
Hal ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 1809 KUHPerdata yang 
mengatakan “Begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada 
penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan 
kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati”. 
Maka seharusnya apabila terjadi overmacht pada pihak mitra, tidak 
ditanggung sendiri oleh mitra, melainkan juga merupakan tanggung jawab 
pihak GI sebagai pemberi kuasa mitra yang melakukan jasa sebagai bentuk 
kuasa yang ditentukan oleh GI. 
4.2 Saran 
Pertama, seharusnya di bagian hak dan kewajiban selain pokok para pihak 
juga dituliskan atau dijelaskan mengenai kewajiban pihak GI dan AKAB pada 
mitra sehingga itu merupakan kejelasan hak bagi mitra yang dapat dituntut apabila 
tidak dipenuhi oleh pihak GI maupun AKAB. Dan ini akan menyamakan rata 
kedudukan hukum mitra dengan GI dan AKAB. 
Kedua, seharusnya pada bagian overmacht pada pihak mitra dibenahi 
sesuai dengan Pasal 1809 KUHPerdata mengenai perjanjian pemberian kuasa 
pada bagian kewajiban pemberi kuasa, karena apabila overmacht ditanggung 
sendiri oleh mitra, akan sangat merugikan pihak mitra sebagai penerima kuasa 
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